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ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mendasarkan segala hal dengan adanya suatu
bentuk peraturan hukum yang mengaturnya. Aturan hukum mengenai tanah diatur dalam UUPA.
Girik adalah alat bukti permulaan untuk memperoleh hak atas tanah dalam pendaftaran tanah
dimana tanah tersebut sebagai tanah hukum adat, namun faktanya terdapat Girik C dan SPPT
PBB sebagai alas hak Pendaftaran Tanah dilakukan Pemalsuan oleh beberapa oknum hanya demi
mencari keuntungan pribadi. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif yang bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder yang mengkaji
permasalahan terkait dengan aturan hukum Keberadaan Girik C dan SPPT PBB sebagai syarat
Pendaftaran Tanah di Indonesia beserta pertanggungjabawan pidana terhadap Para Terdakwa
yang bersalah melakukan pemalsuan Girik C dan SPPT PBB 2016 berdasarkan pada pendekatan
kasus (Case approach) yakni dalam Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt. Tim Jo. Putusan
N0.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/ . Hasil dari penelitian ini pertama,
aturan hukum tentang Keberadaan Girik C dan SPPT PBB sebagai syarat Pendaftaran Tanah di
Indonesia termuat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2)
dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 Jo. Pasal 3, Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Jo. Pasal 60 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997, beserta Pertanggungjabawan Secara Pidana terhadap Terdakwa
I H. Asbih, Terdakwa Il Agus Sulaiman dan Terdakwa Il Utimah terbukti bersalah telah
memenuhi unsur Pemalsuan Girik C dan SPPT PBB yang dilakukan secara bersama-sama
berdasarkan pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian perlu adanya
penyuluhan hukum secara terpadu dengan instansi lainnya, khususnya menyangkut pelaksanaan
pendaftaran tanah,agar masyarakat paham tentang pentingnya sertifikat hak kepemilikan atas
tanah dan mengetahui bagaimana proses/mekanisme serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah. kemudian pendaftaran tanah melalui perantara maupun seorang kuasa harus
dilakukan proses seleksi dan pemeriksaan adminstratif pendaftaran secara ketat agar
meminimalisir adanya tindakan memanipulasi data dan pemalsuan terhadap alas hak kepemilikan
tanah yang sampai hari ini masih banyak oknum yang memiliki blangko Girik C yang masih
kosong sehingga bisa dilakukan tindakan pemalsuan terhadap Girik C.
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ABSTRAK

The State of Indonesia is a State of Law that bases everything on the existence of a form of legal
regulation that governs it. The legal rules regarding land are regulated in the LoGA. Girik is
initial evidence to obtain land rights in land registration where the land is customary law land,
but in fact there is Girik C and SPPT PBB as the basis for land registration rights. This thesis
research uses a normative juridical research method that is descriptive in nature using secondary
data that examines problems related to the legal rules of the existence of Girik C and the PBB
SPPT as a requirement for Land Registration in Indonesia along with criminal responsibility for
the Defendants who are guilty of falsifying Girik C and the 2016 PBB SPPT. based on the case
approach, namely in Decision No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt. Tim Jo. Decision
No0.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No:
522/K/Pid/ . The results of this research first, the legal rules regarding the existence of Girik C
and SPPT PBB as a condition for Land Registration in Indonesia are contained in the provisions
of Article 19 paragraph (2) letter c, Article 23 paragraph (2), Article 32 paragraph (2) and Article
36 paragraph (2) Basic Agrarian Law Jo. Government Regulation No. 10 of 1961 Jo. Article 3,
Article 23 Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration Jo. Article 60
paragraph (2) letter f Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the
National Land Agency Number 3 of 1997, along with criminal liability for Defendant | H. Asbih,
Defendant 11 Agus Sulaiman and Defendant 111 Utimah were found guilty of fulfilling the elements
of forgery of Girik C and SPPT PBB conducted jointly based on article 263 paragraph (1) jo.
Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Then there is a need for integrated legal
counseling with other agencies, especially regarding the implementation of land registration, so
that the community understands the importance of certificates of land ownership rights and knows
how the process/mechanism and the parties involved in the implementation of land registration
are needed. then land registration through an intermediary or an attorney must be carried out
with a strict selection process and administrative examination of the registration in order to
minimize the actions of manipulating data and falsifying the basis of land ownership rights, which
to this day there are still many people who have blank Girik C forms so that action can be taken
forgery of Girik C.
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